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Abstrak
 

Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menuntut Desa untuk lebih mandiri dalam

mengelola Pemerintahan dan berbagai sumber daya yang dimiliki, termasuk Pengelolaan Keuangan Desa.

Dalam rangka memperkuat kedudukan desa sebagai subjek pembangunan dan meningkatkan status desa,

Pemerintah melakukan retribusi ekonomi melalui kucuran dana desa yang berjumlah fantastis. Kepala Desa

mempunyai kewenangan yang luas sebagai penguasa pengelola keuangan desa, sehingga sangat rentan

terjadinya penyimpangan terhadap penggunaan keuangan Desa. Oleh karena itu, Peneitian ini bertujuan

untuk menganalisa pertanggungjawaban kepala desa dalam mengelola keuangan desa khusunya dana desa

dan melihat peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengawasi penggunaan Dana Desa oleh

Pemerintah Desa.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa banyaknya laporan yang wajib disampaikan oleh kepala desa dan

kurangnya pemahaman kepala desa dalam menyusun laporan pertanggungajwaban. Selain itu, peraturan

pengelolaan keuangan desa masih terlalu banyak, rumit, tumpang tindih dan sering mengalami perubahan

yang tidak diiringi dengan sosialisasi yang memadai. Sehingga, mengakibatkan meningkatnya kasus

penyalahgunaan keuangan di tingkat Desa. Adapun peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam

mengawasi penggunaa Dana Desa di Desa Lancang Kuning belum berjalan dengan efektif dikarenakan

kurangnya pembinaan dan pelatihan dari Pemerintah, tidak efektifnya jam kerja BPD, dan  tidak terjalinnya

komunikasi yang baik antara Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat Desa. Metode dalam penelitian ini

adalah yuridis normative yang mengkaji rumusan masalah dari sudut padang peraturan perundang-

undangan.

......The enactment of Law Number 6 of 2014 concerning Villages requires villages to be more independent

in managing the Government and various resources owned, including Village Financial Management. In

order to strengthen the position of the village as the subject of development and improve the status of the

village, the Government made an economic levy through the fantastic disbursement of village funds. The

village head has broad authority as the manager of village financial management, making it very vulnerable

to deviations from the use of village finances. Therefore, this Research aims to analyze the accountability of

village heads in managing village finances especially village funds and see the role of the Village

Consultative Body in overseeing the use of Village Funds by the Village Government.

The results of this study indicate that the number of reports that must be submitted by the village head and

the lack of understanding of the village head in preparing accountability reports. In addition, village

financial management regulations are still too numerous, complicated, overlapping and often undergo

changes that are not accompanied by adequate socialization. Thus, resulting in increased cases of financial
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abuse at the village level. The role of the Village Consultative Body in overseeing the use of Village Funds

in Lancang Kuning Village has not been effective because of the lack of guidance and training from the

Government, ineffective BPD working hours, and no good communication between the Village

Government, BPD and the village community. The method in this study is normative juridical which

examines the formulation of the problem from the point of view of the legislation.


